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BAB IV 

Analisis Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum 

Yang Diakui Di Dunia dan Indonesia 

 

4.1 Pendahuluan  

Perkembangan teknologi secara pesat mengubah cara hidup masyarakat, 

batas ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi kendala besar (borderless). Salah 

satu perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini gencar di kembangkan 

dan di pergunakan adalah Artificial Intelligence atau dikenal juga sebagai 

kecerdasan buatan. Artificial Intelligence sendiri adalah aktivitas yang dikhususkan 

untuk membuat mesin cerdas, dan kecerdasan itu memungkinkan suatu entitas 

berfungsi dengan tepat serta memiliki pandangan jauh ke depan berdasar pada 

lingkungannya. Artificial Intelligence menggabungkan pembelajaran mesin 

(machine learning) dan kemampuan untuk belajar dari data (autonomy learning) 

tanpa pemrograman berbasis  aturan. 

Secara umum, Machine Learning, mengacu pada Artificial Intelligence 

yang dibentuk dengan dasar algoritma yang mempelajari pola dari sejumlah data 

yang besar. Pola yang dipelajari kemudian dimanfaatkan untuk 

mengotomatisasikan tugas-tugas manusia. Machine Learning sendiri bukanlah 

suatu kemiripipan melainkan mengacu pada berbagai pendekatan dalam bidangnya. 

Ciri umum dari pendekatan yang dilakukan adalah kemampuan dalam membedakan 

pola yang berguna dari data yang digunakan sehingga dapat membuat keputusan 

secara otomatis terhadap data baru yang tidak pernah terduga dalam situasi baru. 

Sering kali teknik “Machine Learning” diterapkan pada masalah yang melibatkan 

prediksi dan estimasi probabilitas. 

Singkatnya, Artificial Intelligence mengacu pada kelas program komputer 

yang dirancang untuk memecahkan masalah yang membutuhkan penalaran 
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inferensial, pengambilan keputusan berdasarkan informasi, klasifikasi, informasi 

yang tidak lengkap atau tidak pasti, optimasi, dan persepsi. 

Resiko yang diciptakan Artificial Intelligence dengan konsep autonomy di 

dalamnya tidak hanya mencakup terhadap masalah untuk memprediksinya, namun 

juga terhadap kendali dari cara kerjanya. Sulit bagi manusia untuk mempertahankan 

kendali atas mesin yang diprogram untuk bertindak dengan otonomi yang cukup. 

Pengaruh hadirnya Artificial Intelligence dalam kehidupan masyarakat 

mengarahkan untuk belajar bagaimana merancang otak, memperpanjang usia, 

dan menghilangkan tindakan-tindakan atas kebijakan diri sendiri. Namun tidak 

ada yang tahu apa konsekuensinya. Kemungkinan besar konsekuensi yang hadir 

dengan adanya Artificial Intelligence adalah Failure atau disebut sebagai 

kegagalan yang berpotensi menimbulkan Tindak Pidana maupun sengketa dalam 

bidang-bidang privat. Jika Artificial Intelligence dapat mengambil keputusan 

sendiri (autonomous decisions) melalui teknologi dalam dirinya yang bertumbuh 

dengan sendiri, maka akan berevolusi otomatis mengikuti dunia manusia, mungkin 

saja dapat membahayakan manusia dan masyarakat luas. 

Kehilangan kendali dapat dibagi menjadi dua jenis. Kehilangan kendali 

secara lokal yang terjadi ketika sistem Artificial Intelligence tidak lagi dapat 

dikendalikan oleh manusia dalam artian sebagai pengguna dan kedua, kehilangan 

kendali dari manusia yang secara kedudukan sebagai pembuat, bertanggungjawab 

atas cara kerja dan supervisi dari sistem Artificial Intelligence tersebut. 

Menjadi sebuah permasalahan atas kejadian tersebut untuk menentukan 

pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Artificial Intelligence 

tersebut yang mana terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut 

hanyalah menstimulasikan perilaku manusia dan tidak dapat dianggap sebagai 

"sepenuhnya manusia", sehingga tidak diperlukan entitas hukum dan pengaturan 

hukum untuk teknologi Artificial Intelligence. 
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4.2 Analisis Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum 

4.2.1 Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Yang Diakui 

Di Dunia 

Subjek Hukum secara umum dibagi menjadi Natural persons dan 

Juridical Persons. Natural Persons mengacu pada manusia, yang merupakan 

individu yang mampu mengemban kewajiban dan mampu memegang hak dan 

Juridicial Persons adalah entitas yang diberikan kepribadian yuridis. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin mengungkapkan hasil analisa 

terhadap Artificial Intelligence sebagai subjek hukum, apakah Artificial 

Intelligence dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas 

untuk melakukan hubungan hukum yang didasari dengan hak dan kewajiban yang 

dimiliki.  

Secara metafisik, sebetulnya tidak peduli seberapa "cerdas" atau "sadar" 

Artificial Intelligence, itu tidak akan pernah bisa menjadi subjek hukum. Sifat 

bawaan manusia, sebagai contoh adalah intensionalitas, kehendak bebas atau 

kesadaran merupakan hal kodrati yang menjadikan manusia dapat memiliki 

tanggung jawab hukum dan moral, yang tentunya tidak terdapat dalam mesin 

dengan bentuk apa pun. 

Terdapat kemungkinan untuk meragukan dasar pendekatan secara metafisik 

diatas. Meskipun tanggung jawab hukum biasanya didasarkan pada kesengajaan 

dan kehendak bebas, "niat" dan "kehendak bebas" cenderung untuk di reifikasi 

seolah-olah mereka secara fisik ada di dunia nyata. Pada kenyataannya, 

karakteristik murni manusia termasuk niat dan kehendak bebas hanyalah "hal-hal" 

yang kita kaitkan satu sama lain untuk mempertahankan struktur dalam sosial kita 

berinteraksi. Menjadi konstruksi konseptual, bukan fenomena "nyata" yang 

keberadaannya dapat ditetapkan dan diukur. Terbukti dengan peristiwa dimana 

manusia secara historis ditolak keabsahannya, sementara entitas lain, seperti 

perusahaan atau negara bagian, telah diberkahi dengan itu kepribadian meskipun 

tidak ada karakteristik manusia. 
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Dengan demikian, sesungguhnya bukan masalah untuk mengkonstruksikan 

apa yang harus dapat dilakukan Artificial Intelligence atau apa yang mereka harus 

miliki untuk diperlakukan sebagai orang atau diakui sebagai suatu subjek hukum, 

dikarenankan pemberian kedudukan subjek hukum bukanlah hasil dari memenuhi 

kriteria apa pun, melainkan merupakan pilihan normatif yang ditentukan oleh 

kemanfaatan komersial. Dengan demikian maka terdapat pendekatan kedua secara 

permisif dan pragmatis. 

Hukum dapat memberi siapa pun atau apa pun hak. Secara historis, banyak 

sistem hukum yang telah menghalangi sebagian manusia untuk diakui atau 

menolaknya hak-hak dasar sementara, pada saat yang sama, mengakui entitas lain 

sebagai subjek hukum atau memberikan mereka hak. 

Dengan adanya badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan hasil 

fiksi, sebetulnya kedudukan badan hukum dapat diberikan kepada objek apa pun, 

termasuk algoritma dan sistem komputer terlepas dari apakah itu kreatif, cerdas, 

atau sadar, dengan catatan “pembuat undang-undang" bebas untuk 

memperkenalkan konstruksi hukum apa pun yang dapat memenuhi tujuan mereka 

dengan adanya pembenaran konkrit atau “alasan yang baik” untuk memberikan 

kedudukan badan hukum kepada segala sesuatu yang bukan manusia. 

Dengan penjelasan diatas menghasilkan pertanyaan tentang Artificial 

Intelligence dimana pertanyaan tersebut adalah mengenai apa yang akan menjadi 

tujuan pemberian kedudukan subjek hukum kepada Artificial Intelligence? 

Sebagian besar argumen mengenai kepribadian hukum Artificial 

Intelligence seutuhnya masih kabur. Belum ada kategori berarti yang dapat 

diidentifikasi untuk pengakuan tersebut, jika alasan instrumental memerlukan 

pengakuan dalam kasus tertentu maka ini dapat dicapai dengan menggunakan 

bentuk hukum yang ada. Argumennya terlalu rumit karena banyak variasi 

pengembangan sistem Artificial Intelligence di masa yang akan datang. 
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Setidaknya untuk masa mendatang, solusi yang lebih baik adalah 

mengandalkan kategori yang ada, dengan tanggung jawab atas kesalahan yang 

terkait dengan pengguna, pemilik, atau produsen daripada sistem Artificial 

Intelligence itu sendiri. 

Sebagai contoh, kasus B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd, dua teknologi Artificial 

Intellegence perdagangan yang sangat canggih dioperasikan tanpa pengawasan 

manusia. Meskipun demikian, pengadilan tidak berusaha untuk menganggap hasil 

operasi mereka yang salah kepada siapa pun lain kecuali operatornya. Dalam 

kontrak dan kesalahan, memperlakukan komputer sebagai alat “menempatkan 

risiko yang tidak terduga kewajiban pada orang yang paling mampu 

mengendalikannya, dan mereka yang memprogram dan mengendalikan komputer 

yang bertanggungjawab”.1 

Solusi terbaik apabila terjadi masalah yang diciptakan oleh Artificial 

Intelligence adalah memperlakukan Artificial Intelligence sebagai alat, terlepas dari 

kompleksitas pemikiran mengenai teknologi telah membuat banyak orang percaya 

bahwa hukum di bidang tertentu tidak mencukupi atau tertinggal zaman. Otonomi 

yang terdapat pada Artificial Intelligence serta kemampuan-kemampuan lainnya, 

bagaimanapun, tidak mengubah fakta bahwa itu telah diprogram, diciptakan dan 

dikendalikan oleh manusia dan bertemu pada kesimpulan yang sama bahwa 

komputer adalah suatu alat.  

 

 

 

 
1 Judgment In The Court Of Appeal Of The Republic Of Singapore (2020) SGCA(I) 02, Civil Appeal 

No. 81 Of 2019, https://www.sicc.gov.sg/docs/default-source/modules-document/judgments/quoine-

pte-ltd-v-b2c2-ltd.pdf yang diakses pada 03 Juli 2021 pukul 14.56.  
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4.2.2 Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Yang Diakui 

Di Indonesia 

Di Indonesia sendiri, subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Manusia sebagai subjek hukum 

karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh 

manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebagaimana subjek hukum yang 

dikenal secara umum, dalam sistem hukum Indonesia sebetulnya tidak mengatur 

mengenai syarat-syarat mengenai subjek hukum.  

Dengan diakuinya badan hukum sebagai subjek hukum, hal tersebut 

merupakan pengakuan terhadap “fiksi” yang di bentuk oleh manusia dan diterapkan 

dalam sistem hukum melalui pembuat undang-undang. Hal tersebut yang menjadi 

contoh bahwa terdapat kemungkinan untuk diperluasnya pengertian subjek hukum 

di Indonesia, baik dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi 

yang mana dilakukan dengan konstruksi hukum dan pembenaran konkrit.  

Menurut Teori fiksi, badan hukum semata-mata merupakan buatan Negara 

saja. Pada dasarnya menurut kodratnya, subjek hukum hanyalah manusia 

sedangkan badan hukum hanyalah suatu fiksi yaitu sesuatu yang sesungguhnya 

tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sebagai suatu objek yang 

diperlakukan sama dengan manusia. Selama negara mengakui keberadaan serta hak 

dan kewajibannya maka tercipta yang disebut dengan konsep “Legal Personality”, 

baik dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi.  

Kehadiran Artificial Intelligence di Indonesia terlihat berkembang pesat 

mengikuti perkembangan yang terjad di dunia. Berbagai bidang seperti Kesehatan, 

Perbankan, Pendidikan, Pemerintahan dan Perindustrian telah terlihat 

mempergunakan Artificial Intelligence baik dalam bentuk fisik maupun program 

dalam sistem, hal tersebut yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan 

analisis mengenai apakah teknologi Artificial Intelligence dapat dikategorikan 

sebagai subjek hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia.  
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Melihat dari penjelasan sebelumnya, maka terdapat kemungkinan untuk 

memperluas pengertian subjek hukum yang dapat mencakup Artificial Intelligence 

sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, tentunya sebagai salah satu 

“fiksi” yang di bentuk oleh manusia.  

Sebagai contoh, dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan hukum 

pidana menunjukan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat 

Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak 

Pidana Ekonomi, telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. 

Artinya, korporasi dapat juga dibebani pertanggungjawaban pidana. 

Pembentukannya tentu memiliki alasan dimana perkembangan pada kejahatan 

semakin mengingatkan efek kuantitas atau modus operandi serta meningkatkan 

kualitas kejahatan yang memiliki efek kolateral.2  

Berbeda halnya dengan Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dalam 

sistem hukum Indonesia, timbul pertanyaan yang sama apa yang akan menjadi 

tujuan pemberian kedudukan subjek hukum kepada Artificial Intelligence? 

Sama halnya seperti Artificial Intelligence sebagai subjek hukum secara 

umum, belum terdapat alasan berarti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi pengakuan tersebut, apabila terdapat peristiwa yang memerlukan 

pengakuan dalam kasus tertentu maka sampai saat ini masih dapat dicapai juga 

dengan menggunakan bentuk hukum yang ada. 

Apabila terjadi peristiwa berbentuk kejahatan atau yang menyebabkan 

kerugian, di Indonesia sendiri, Artificial Intelligence sendiri dapat dimintakan 

pertanggungjawaban melalui penyedia dari Artificial Intelligence tersebut. 

Sebagaimana telah diketahui, Artificial Intelligence bertindak dengan keputusan 

otonom (autonomous decisions), namun walau demikian, hal tersebut ditentukan 

 
2 Muladi dan Diah Sulistyani RS., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal 

Responsibility), Bandung: Alumni, 2013.  
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oleh pemrograman awal yang dilakukan oleh pemilik, penciptanya, dan/atau 

pengendalinya.  

Ketentuan tersebut yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban dari 

Artificial Intelligence, dimana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, 

Artificial Intelligence dapat disimpulkan bahwa Artificial Intelligence 

sesungguhnya masuk di dalam definisi Agen Elektronik3 yang diatur pada Pasal 1 

Angka 8  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang berbunyi “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem 

elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi 

elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang”. 

Artificial Intelligence memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 

tersebut dimana Artificial Intelligence termasuk kedalam “perangkat dari suatu 

sistem elektronik”, berdasarkan sifatnya merujuk pada program yang berjalan di 

satu komputer Artificial Intelligence. Kemudian “yang dibuat untuk melakukan 

suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu”, cara kerja dari 

Artificial Intelligence sendiri adalah dengan menggunakan data yang diterima dan 

diolah dengan bentuk algoritma yang terdapat dalam sistemnya. “secara otomatis” 

hal tersebut juga selaras dengan sistem kerja dari Artificial Intelligence yang mana 

pencipta, pengendali dan/atau pemiliknya yang mengotomatiskan teknologi 

tersebut untuk mengambil keputusan atas tugas kognitif tingkat tinggi yang biasa 

dilakukan oleh manusia, hal tersebut dikenal juga dengan autonomous decisions. 

Dan terakhir “yang diselenggarakan oleh Orang” penyelenggara dalam hal ini 

adalah orang yang menciptakan, mengendalikan dan/atau pemilik dari Artificial 

Intelligence tersebut.  

 
3 Zahrashafa PM, dan Angga Priancha, Peraturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini, 

https://law.ui.ac.id/v3/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-

pasall 
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Dengan dipersamakan Artificial Intelligence dengan Agen Elektronik, maka 

pada ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai pertanggungjawaban atas 

segala akibat hukum pelaksanaan transaksi elektronik, dimana berbunyi:  

“(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sebagai berikut:  

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 

Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;  

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; 

atau 

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam 

pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara 

Agen Elektronik.” 

Namun demikian, ketentuan diatas menjadi tidak berlaku sebagaimana 

ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:  

“(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam 

hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian 

pihak pengguna Sistem Elektronik.” 

Mengenai kegagalan beroperasinya Agen Elektronik, juga telah diatur pada 

ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:  

“(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya 

Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem 
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Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen 

Elektronik.” 

“(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya 

Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum 

menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.” 

Selain ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik,  telah diatur secara komperhensif mengenai penyelenggaraan 

dan pertanggungjawaban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  

4.3 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa Artificial Intelligence dalam batasan ruang yang jelas mengacu pada kelas 

program komputer yang dirancang untuk membuat mesin menjadi cerdas, dan 

kecerdasan adalah kualitas yang memungkinkan suatu entitas berfungsi dengan 

tepat, memecahkan masalah dengan penalaran infersial, dan pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi yang diolah menggunakan Algoritma Machine 

Learning yang umumnya adalah Deep Neural Networks dan Support Vector 

Machine. 

Penggunaan dari Artificial Intelligence sendiri sudah berkembang pesat baik 

di dunia maupun di Indonesia, hampir semua sektor sudah tersentuh teknologi 

Artificial Intelligence, baik bidang Perindustrian, Kesehatan, Perbankan, 

Pendidikan, Pemerintahan, dan Hukum. Sesungguhnya hal tersebut dikarenakan 

Artificial Intelligence memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknologi 

lainnya, dimana Artificial Intelligence memiliki kemampuan untuk bertindak secara 

mandiri (Autonomy).  
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Kemampuan bertindak secara mandiri tersebut yang juga membawa resiko 

untuk memprediksi dan kendali dari cara kerjanya dengan kemungkinan terjadinya 

tindak pidana ataupun kerugian. Dengan hal tersebut, menjadi inti bahasan 

penulisan hukum ini untuk menganalisis Artificial Intelligence sebagai subjek 

hukum. 

Terdapat kemungkinan untuk menjadikan Artificial Intelligence sebagai 

subjek hukum dengan dianutnya teori fiksi yang dikemukakan oleh Fredrich Carl 

Von Savigny baik di Dunia maupun dalam sistem hukum Indonesia sebagai 

subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan 

interaksi hukum baik dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun 

Hukum Administrasi, namun hal tersebut tidak menjadi suatu urgensi dimana 

belum terdapat alasan berarti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi pengakuan tersebut. Sampai dengan saat ini, apabila terjadi suatu 

peristiwa terkait dengan Artificial Intelligence, masih dapat dicapai juga dengan 

menggunakan bentuk hukum yang ada. 

Di Dunia sendiri, Artificial Intelligence dianggap sebagai suatu alat yang 

meletakan risiko yang tidak terduga kewajiban pada orang yang paling mampu 

mengendalikannya, dan mereka yang memprogram dan mengendalikan komputer 

yang bertanggungjawab. Sedang di Indonesia, Artificial Intelligence dapat 

dipersamakan dengan Agen Elektronik yang diselenggarakan oleh orang 

sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, yang mana juga sudah mencakup mengenai penyelenggaraan dan 

pertanggungjawabannya.  
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